GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: /0 TAHUN 2020

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;



Mengingat
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor



Menetapkan
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9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008
Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 18);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan
Keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

o

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

o o

Laporan Operasional,
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan

ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun
Anggaran 2019 sebagai berikut:



a. Pendapatan Rp. 4.166.543.383.146,08
b. Belanja Rp. 4.128.549.681.525,05
Surplus/ (defisit) Rp 37.993.701.621,03
c. Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan Rp. 506.116.441.139,58
- Pengeluaran Pembiayaan Rp. 94.151.252.421,00
Pembiayaan Netto Rp. 411.965.188.718,58
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.35.310.465.982,08

dengan rincian sebagai berikut :

a. AngggaranPendapatan setelah Perubahan Rp. 4.131.606.314.578,00
b. Realisasi Rp. 4.166.543.383.146,08
Selisih Rp. 34.937.068.568,08

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (404.465.664.298,58) dengan rincian

sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 4.535.608.510.622,58

b. Realisasi Rp.  4.128.549.681.525,05
Selisih ~Rp. (407.058.829.097,53)
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(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (368.228.261.808,50) dengan rincian

sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan Rp.
b. Surplus Tahun Berjalan Rp.
Selisih Rp.

(404.002.196.044,58)
(37.993.701.621,03)
(441.995.897.665,61)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian

sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan Rp.
setelah perubahan
b. Realisasi Rp.
Selisih Rp.
(5) Selisih  Anggaran dengan Realisasi

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan Rp.
setelah perubahan

b. Realisasi Rp.

Selisih Rp.

Pengeluaran

485.194.593.185,58

506.116.441.139,58
20.921.847.954,00

Pembiayaan

81.192.397.141,00

94.151.252.421,00
12.958.855.280,00

sejumlah  Rp.

0,00
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(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian
sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 404.002.196.044,58
setelah perubahan
b. Realisasi Rp. 411.965.188.718,58
Selisih Rp. 7.962.992.674,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(l)
huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. SAL (Awal) Rp. 485.194.593.185,58
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 485.194.593.185,58
SUB TOTAL 0,00

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 449.958.890.339,61
SUB TOTAL 449.958.890.339,61

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp. 0,00

. Lain-lain Rp. 0,00
f. SAL (Akhir) Rp. 449.958.890.339,61

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember 2019 sebagai

berikut:



a. Jumlah aset Rp. 10.808.634.473.573,00

b. Jumlah kewajiban Rp. 440.643.713.845,31

c. Jumlah ekuitas Rp. 10.367.990.759.727,70
Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1) hurufd untuk tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO Rp. 4.197.387.016.570,74

b. Beban Rp. 3.421.141.221.160,52

c. Surplus/Defisit Operasional Rp. 776.245.795.410,22

d. Beban Luar Biasa Rp. 0,00

e. Surplus/Defisit - LO Rp. 776.245.795.410,22
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
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a. Saldo awal kas di BUD dan Bendahara per 1Januari 2019 Rp. 485.194.593.185,58
Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 1.232.686.612.302,03
Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (1.230.642.989.422,00)
non-keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (37.279.325.726,00)

e. Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp. 0,00

f.  Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara per 31 Desember 2019 Rp. 449.958.890.339,61

¢ Saldo Akhir Kas Di BUD Rp. 397.853.998.541,83

h. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 85.073.000,00

I. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 37.234.400,00

j- Kas di Bendahara BLUD Rp. 48.502.270.578,78

k. Kas Lainnya (Sisa Dana BOS) Rp. 3.480.313.819,00

1 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 Rp. 449.958.890.339,61

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf funtuk Tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp. 9.585.451.078.360,98

b. Surplus/Defisit - LO Rp. 776.245.795.410,22

Cc. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Rp. -

d. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 6.293.885.956,47

e. Ekuitas Akhir Rp. 10.367.990.759.727,70
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1ayat (1) hurufg Tahun Anggaran
2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10



Pertanggungjawaban
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Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4
b. Lampiran Il
c. Lampiran HI
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran ViI
h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX
j. Lampiran X
k. Lampiran XI

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca.

Laporan Arus Kas.

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir.

Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah).



n

1 Lampiran XIl Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah.

m. Lampiran Xl Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.

0. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.

p- Lampiran XVI Daftar Daftar Dana Cadangan Daerah.

g- Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek.

r. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Panjang.

s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.

t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (2) terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam

Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Gubernur Sulawesi Tenggara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih

lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI

No N ama Jabatan Paraf

Ditetapkan di Kei
Pada tanggal x&i - & 2020
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Diundangkan di Kendari
Pada tanggai 2020

SEKRETAfelS DAERAH
PROVINSII SULAWESI TENGGARA,

NURIMITJANG ABBAS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA :(10/101/2020)



